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ABSTRAK 

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP AKTA WASIAT YANG TIDAK 

DILAPORKAN NOTARIS KE PUSAT DAFTAR WASIAT                                                        

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 91/PDT/2021/PT.PTK) 

(Utami Dinda Verdilla, NIM: 2320122016, Program Magister Kenotariatan, 

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025) 

Penelitian ini berawal dari adanya penemuan dalam sebuah Putusan 

Pengadilan yang mempermasalahkan kedudukan Akta Wasiat yang Tidak 

Dilaporkan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat. Berdasarkan latar belakang 

ini, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pertama, 

mengenai Bagaimana bentuk pengaturan pelaporan akta wasiat oleh Notaris 

ke Pusat Daftar Wasiat?, kedua, mengenai Bagaimana pertimbangan hakim 

terhadap Putusan Nomor: 91/Pdt/2021/PT.PTK?. Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi 

kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Pengaturan pelaporan akta wasiat oleh notaris ke Pusat 

Daftar Wasiat sebagai manifestasi tanggung jawab jabatan dalam sistem 

hukum perdata Indonesia, yang bertumpu pada landasan normatif 

KUHPerdata sebagai sumber materil, Undang-undang Jabatan Notaris sebagai 

pengatur kewajiban, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 

Tahun 2025 sebagai instrumen teknis, dengan tujuan utama menegakkan 

kepastian hukum, transparansi administrasi, pencegahan sengketa pewarisan, 

dan perlindungan hak-hak legataris melalui mekanisme pelaporan berkala 

daftar akta atau nihil wasiat secara elektronik. Pertimbangan Hakim terhadap 

Putusan Nomor 91/Pdt/2021/PT.PTK, berdasarkan hasil analisis terhadap 

putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa akta wasiat yang dibuat 

oleh Notaris tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik, meskipun 

belum didaftarkan ke Pusat Daftar Wasiat. 

Kata kunci: Notaris, Akta Wasiat, Pusat Daftar Wasiat, Tanggung Jawab 

Hukum, Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 

THE LEGAL STATUS OF A WILL DEED THAT IS NOT REPORTED BY A 

NOTARY TO THE CENTRAL REGISTER OF WILLS 

(Case Study of Court Decision Number: 91/PDT/2021/PT.PTK) 

(Utami Dinda Verdilla, Student ID: 2320122016, Master of Notarial Law 

Program, Faculty of Law, Universitas Andalas, 2025) 

This study was initiated by a finding in a Court Decision concerning the legal 

standing of a Last Will and Testament Deed that was not reported by the Notary 

to the Central Registry of Wills. Based on this background, the research problems 

to be examined in this study are twofold: First, what is the form of regulation 

governing the reporting of the Last Will and Testament Deed by Notaries to the 

Central Registry of Wills? and Second, what were the considerations of the judges 

regarding Decision Number: 91/Pdt/2021/PT.PTK? This study employs 

a normative juridical legal research method, carried out through a literature study 

supported by secondary data sources such as books, journals, and articles related 

to the research object. The findings of this research conclude the following, The 

regulation concerning the reporting of the Last Will and Testament Deed by the 

Notary to the Central Registry of Wills is a manifestation of professional 

responsibility within the Indonesian civil law system. This framework rests upon 

the normative foundations of the Civil Code as the material source, the Law on 

Notary Positions (UUJN) as the regulator of duties, and the Minister of Law and 

Human Rights Regulation Number 16 of 2025 as the technical instrument. The 

primary goal is to enforce legal certainty, administrative transparency, the 

prevention of inheritance disputes, and the protection of legatees’ rights through 

the mechanism of periodic electronic reporting of deeds or nil-reports of wills. 

Regarding the Judges' considerations for Decision Number 

91/Pdt/2021/PT.PTK, based on the analysis of the decision, the panel of judges 

stated that the Last Will and Testament Deed prepared by the Notary retains its 

legal force as an authentic deed, even though it had not been registered with the 

Central Registry of Wills. 

Keywords: Notary, Will Deed, Central Register of Wills, Legal Responsibility, 

Legal Certainty. 
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